[ SALINAN ]

BUPATI BELITUNG TIMUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL,
SERTA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja kelembagaan
pemerintah daerah terutama dalam pengkoordinasian
dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan
perubahan terhadap Organisasi Inspektorat dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman
Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung
Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor
18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Belitung Timur;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten
Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4268);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman
Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2008 Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5
Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013
Nomor 5);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Menetapkan

Dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR
18 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN PENANAMAN MODAL SERTA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

PASAL 1

Ketentuan BAB IX dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur

Tahun 2008 Nomor 94) yang telah beberapa kali diubah dengan:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 8);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 9);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun
2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 5), diubah
sebagai berikut:

BAB IX
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 27

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf h, merupakan satuan kerja yang
berkedudukan sebagai Perangkat Daerah.



(1)

(1)

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 28

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam
bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa,
politik dan Perlindungan Masyarakat;

b. pengelolaan urusan-urusan dalam bidang Kesatuan, Politik
dan Perlindungan Masyarakat;

c. Pengkoordinasian pencegahan dan penanggulangan Norkoba
dan penyakit Masyarakat; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 30

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
terdiri dari:

Kepala Kantor;

Sub Bagian Tata Usaha,;

Seksi Kesatuan Bangsa;

Seksi Koordinasi pencegahan dan Penangulangan Narkoba
dan Penyakit Masyarakat; dan

e. Seksi Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan.

no o

Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran I, yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak
terpisah dari Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala
ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Belitung Timur sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun
2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur tetap berlaku
sampai dengan dilakukan penataan organisasi Pemerintahan
Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.



(2)

(3)

Penataan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Bupati paling lambat tanggal 1 Januari
2015.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Desember 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

BASURI TUAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 17 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.12/2014).



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL, SERTA

LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPALA
KELOMPOK JABATAN SUB BAGIAN
FUNGSIONAL TATA USAHA
SEKSI SEKSI SEKSI
KESATUAN BANGSA PEMBINAAN POLITIK DAN KOORDINASI PENCEGAHAN DAN
KEMASYARAKATAN PENANGULANGAN NARKOBA DAN
PENYAKIT MASYARAKAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(IIl/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

BASURI TUAHAJA PURNAMA



II.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL, SERTA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Bupati dibantu oleh perangkat
daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan
koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi oleh
inspektorat, unsur perencanan yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur
pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur
pelaksanan urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Perubahan lembaga teknis daerah sesuai dengan amanat peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada
prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada
daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta dengan koordinasi,
interagasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara
pusat dan daerah.

Dalam implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi misi yang jelas,
kelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas,
efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Peraturan Daerah ini sebagai acuan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah
dalam melakukan penataan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
dalam menjalankan prinsip-prinsip organisasi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 18






